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PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN SINJAI

JI Bulu Kunyi No. 16 Kecamatan Singal Utara
Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos 92012

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SINJAI
NOMOR 2» TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA
ATAS
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SINJAI NOMOR 20
TAHUN 2014
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SINJAI KABUPATEN SINJAI TAHUN
2013 -2018

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SINJAI

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Bupati
Sinjai Nomor Tahun 2017 tentang
Pengesahan Perubahan kedua Rencana Strategis
Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2013-2018
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sinjai, maka perlu melakukan
perubahan dan penyesuaian atas Keputusan Kepala
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor
20 Tahun 2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja
Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai tentang
Perubahan pertama Atas Keputusan Kepala
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor
20 Tahun 2014 tentang Penetapan Indikator
Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai Tahun 2013-

2018;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);

2: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42806);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan  Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang- undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas
Undang- undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Menteri Negeri Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja
Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah,;

Peraturan Menteri Negeri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun
2011 Nomor 310),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sinjai Nomor 5 ), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Nomor 78);

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten
Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45;

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai
Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15
Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai
Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
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18, Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Lembaran

Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Daerah  Kabupaten Sinjai
Nomor 58), scbagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 17

Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Lembaran
Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 17,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai
Nomor 116);

19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sinjai Nomor 93);

20. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten
Sinjai Tahun 2016
Nomor 66);

21. Keputusan Bupati Sinjai Nomor Tahun 2017

tentang Pengesahan Perubahan Kedua Rencana
Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun
2013-2018 Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sinjai.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN  SINJAI TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN KEPALA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SINJAI TAHUN

2013-2018.

KESATU : Mengubah Atas Keputusan Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Nomor 20 Tahun 2014 tentang
Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018
sebagaimana tercantum Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Scanned by CamScanner



-5-

KEDHA . Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan
Pgncatalan Sipil Kabupaten Sinjai merupakan acuan yang
dlgllnalcall oleh seluruh unit kerja di Lingkungan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Sinjai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta
untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan,
menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun
dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan
Akuntabilitas  Kinerja  dan melakukan  evaluasi
pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana
Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Sinjai Tahun 2013 - 2018.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.
Ditetapkan di Sinjai
Pada Tanggal, 1§ Desember 2017

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
ENCATATAN SIPIL KABUPATEN SINJAL,

Vo

Pangkdt. Pembina Utama Muda
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SINJAI NOMOR TAHUN 2017
TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATA TAN SIPIL NOMOR 20 TAHUN

2014 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2013-2018.

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SINJAI TAHUN 2013-2018

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN SKPD PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA
STRATEGIS
1. | Meningkatnya  |Masyarakat yang memiliki akta kelahiran Orang Bidang Pengelolaan

kualitas pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Informasi Administras

pendafiaran Dinas Kependudukan
penduduk dan Masyarakat yang memiliki Kartu Keluarga Crang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pencatatan Sipil

pencatatan sipil ,
berdasarkan Masyarakat yang memiliki KTP El Orang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Standar

Operasional
(SOP)

EPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
IL KABUPATEN SINJAI,

Pangkat. Pembina Utama Muda
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